




A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
memberikan ruang adanya otonomi oleh masing-masing daerah untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini didukung dengan 
adanya pemerintahan daerah yang menjalankan pemerintahan daerah 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (5) BAB VI UUD 1945 setelah 
amandemen mengenai pemerintahan daerah bahwa “Pemerintahan Daerah 
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Dalam 
ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah diberikan 
otonomi yang seluas-luasnya, namun ada beberapa urusan yang masih 
ditangani oleh pemerintah pusat. 
Ketentuan otonomi daerah lebih khususnya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
(selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Daerah) dikatakan bahwa 
“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam 
Pasal ini dijelaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu 
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gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah bersama DPRD berdasarkan 
prinsip otonomi daerah. 
Menurut Pasal 1 ayat  (6) UU Pemerintahan Daerah, “asas otonomi 
adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 
otonomi daerah”, dimana prinsip penyelenggaraannya menggunakan asas 
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 
1
 Penyelenggaraan asas 
desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan didaerah kabupaten dan 
daerah kota. Asas dekonsentrasi tercermin dari pelimpahan wewenang dari 
pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.  
Sementara itu, Tugas pembantuan (medebewind) adalah penugasan dari 
pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari 
pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk 
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah provinsi (Pasal 1 ayat (11) UU Pemerintahan Daerah).  Medebewind 
dalam bahasa belanda lebih dikenal dengan “selfbestuur”, yang berarti 
pembantu penyelenggara dari pemerintah pusat atau daerah yang tingkatnya 
lebih atas dari alat-alat perlengkapan daerah yang lebih bawah.
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Penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa urusan yang 
didelegasikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Urusan ini 
kemudian dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu urusan pemerintahan absolut, 
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urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Pembagian 
urusan inilah yang membagi daerah-daerah di Indonesia berdasarkan 
otonominya. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale 
rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya 
berjalan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang
3
.  
Pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan 
dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat 
pelaksanaan otonomi daerah .
4
  
Menurut Pasal 1 angka 3 UU Pemerintahan daerah, pemerintah daerah 
adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. Suatu daerah dapat menyelenggarakan urusan rumah 
tangganya sendiri jika memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai. 
Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah 
dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah dalam bidang 
keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur 
tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otominya. 
Keuangan daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana dinyatakan bahwa 
pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif 
dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan, 
pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu kreteria untuk 
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dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah 
tangganya sendiri. Pemerintah daerah harus mampu menggali seluruh potensi 
yang dimilikinya untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 
kepentingan masyarakat didaerahnya. Rencana penggalian sumber-sumber 
keuangan dan bagaimana mengelola keuangan yang diperoleh dari sumber-
sumber yang ada, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di daerah pada umumnya dituangkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Menurut Pasal 1 angka 8 PP Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah anggaran keuangan dalam satu 
tahun kerja yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah, yang 
mencerminkan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan bagi satuan 
kerja perangkat daerah, anggaran satuan kerjanya merupakan bagian dari 
pelaksanaan Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Renja 
SKPD nya.
5
 APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat 
kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan dan 
pendidikan agar dapat terjamin secara layak, termasuk juga bagaimana 
pemerintah daerah menyiapkan pelayanan dibidang transportasi, pemukiman 
dan akses pengelolaan sumber daya alam.
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Penyusunan APBD menggunakan prinsip transparansi yang mengandung 
makna bahwa penyusunan perencanaan anggaran daerah harus dibangun 
dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses kelembagaan 
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dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti 
sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Semua 
aktivitas tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang pada 
hakekatnya bersumber dari masyarakat dan dapat melakukan optimalisasi 
belanja. Penggunaan anggaran dalam pelaporannya sehingga masyarakat 
dapat memberikan petunjuk seberapa besar anggaran yang dialokasikan dapat 
menunjang proses peningkatan kesejahteraan kehidupan mereka. Oleh karena 
itu diperlukan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap APBD disuatu 
daerah. 
Para pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan diharapkan untuk 
memiliki pertanggungjawaban kepada publik. UU No. 17 Tahun 2003 
Tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 
menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam 
ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah diwajibkan untuk 
menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada 
DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK 
selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan 
keuangan tersebut setidak-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang mana 
penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan 
lampiran laporan keuangan perusahaan negara/BUMN pada LKPP dan 
lampiran laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD. 
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Pertanggungjawaban keuangan Negara/Daerah dijelaskan secara rinci 
pada Bab II  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  yaitu mengenai pelaporan 
keuangan dan kinerja, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan 
menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Karena semua 
komponen dalam pemerintahan daerah terutama pada level yang berhubungan 
langsung dengan pelayanan masyarakat dan pengambilan keputusan yang 
memiliki implikasi pada setiap aktivitas social, politik dan ekonomi serta 
berbagai aktivitas lainnya harus merupakan akuntabilitas publik. Semua 
aktivitas tersebut dalam pelaksanaanya menggunakan dana yang pada 
hakekatnya bersumber dari masyarakat dan dapat melakukan optimalisasi 
belanja. Penggunaan anggaran dalam pelaporannya sehingga masyarakat 
dapat memberikan petunjuk seberapa besar anggaran yang dialokasikan dapat 
menunjang proses peningkatan kesejahteraan kehidupan mereka. 
Salah satu tujuan pengawasan ini adalah terpenuhinya asas akuntabilitas 
dalam penyelenggaraan Negara sesuai dengan Asas-asas Umum 
Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu diperlukan suatu rangkaian 
prosedur yang melibatkan beberapa instansi yang memiliki fungsi 
pengawasan anggaran seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD dan 
Kementrian dalam Negeri. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah setelah 
mendapat evaluasi, bagi APBD provinsi mendapat evaluasi dari Menteri 
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Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya 
kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat 
laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian dievaluasi dan 
diklarifikasi oleh BPK, DPRD, dan Kementrian Dalam Negeri. Mengingat 
eksistensi keuangan demikian vital bagi Negara, maka segala daya upaya 
dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan dan memanfaatkan segenap 
sumber keuangan yang ada juga menanggapi arti pentingnya keuangan dalam 
mencapai keberhasilan suatu daerah, maka dalam pelaksanaannya harus pula 
dibarengi dengan pertanggungjawaban sebagai bentuk pengawasan agar tidak 
terjadinya penyalahgunaan wewenang. 
Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD khususnya oleh kepala daerah. Secara normatif, 
mekanisme tersebut dinilai kesesuaiannya dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik, khususnya asas akuntabilitas dan asas kepastian 
hukum. Sementara itu secara empiris penelitian ini mendeskipsikan dan 
menganalisis pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di daerah Kota 
Pariaman. Dengan memenuhi prinsip transparansi atau keterbukaan sebagai 
perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik.  
Namun dalam hal ini pemerintah daerah Kota Pariaman kurang 
memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan 
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pertanggungjawaban keuangan daerah dalam pengelolaan APBD yang 
dilakukan oleh kepala daerah, sehingga ada beberapa hal yang sudah diamati 
penulis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
bahwa kepala daerah Kota Pariaman terlambat dalam menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban anggaran kepada DPRD yang diatur dalam Undang-
Undang diatur dalam Pasal 17 PP No 3 Tahun 2007 bahwa LKPJ (Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh 
Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir, namun kenyataannya kepala daerah Kota Pariaman 
menyampaikan LKPJ kepada DPRD pada bulan 4, hal ini yang membuat 
penulis tertarik menggali informasi lebih mengenai pertanggungjawaban 
kepala daerah ini di Kota Pariaman dan bagaimana kelanjutan sikap dari 
DPRD atas ketidaksesuaian tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mengingat akan arti 
pentingnya keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul ”PERTANGGUNGJAWABAN 
KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang  di atas maka dapat dirumuskan masalah yang 
meliputi : 
1. Bagaimanakah Mekanisme Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai 
Pelaksana APBD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Di Kota Pariaman? 
2. Bagaimanakah Kendala Dalam pelaksanaan Pertanggunggjawaban 
APBD Oleh Kepala Daerah Di Kota Pariaman? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian 
ini antara lain : 
1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Sebagai Pelaksana APBD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Di Kota Pariaman 
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam pelaksanaan Pertanggunggjawaban 
APBD Oleh Kepala Daerah Di Kota Pariaman 
D. Manfaat Penelitian 
Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan 
beberapa manfaat dalam pembahasan proposal  ini, yaitu : 
1. Manfaat teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah bahan bacaan 
khususnya tentang bentuk pertanggungjawaban kepala daerah 
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sebagai pelaksana APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di Kota Pariaman tahun 2015 
b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah 
sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan 
c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku 
perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada 
dalam masyarakat 
d. Agar penelitian ini mampu menjawab keingintahuan penulis tentang 
bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sebagai 
pelaksana APBD  di Kota Pariaman. 
2. Manfaat praktis 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait agar 
pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan dengan optimal. 
 
E. Metode Penelitian 
Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian 
skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
 
1. Pendekatan Masalah 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis, atau socio legal approuch  yaitu penerapan norma hukum 




2. Spesifikasi atau sifat penelitian  
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif 
dimaksudkan untuk melakukan pemahaman yang cermat terhadap 
fenomena sosial berdasarkan gejala gejalanya. Dalam penelitian ini 
penulis ingin menggambarkan hasil penelitian mengenai 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana APBD Dalam 
Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Pariaman 
 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung 
dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer yang 
dikumpulkan adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban kepala 
daerah sebagai pelaksana APBD dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di Kota Pariaman pada tahun 2015. Data 
primer yang akan digunakan adalah seluruh rekapan hasil 
wawancara yang akan dilakukan penulis. 
b. Data sekunder 




Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah : 
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a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara; 
c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara; 
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah; 
e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
g) Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah 
h) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
i) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
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Dan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat 
j) Peraturan perundang–undangan lainnya yang berhubungan 
dengan judul skripsi 
2. Bahan hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer.
9
 Bahan hukum 
sekunder ini erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat 
membantu menganalisis, memahami, menjelaskan bahan 
hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari 
ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
3. Bahan hukum tertier  
Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan 
mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. 
10
Bahan hukum tersier berupa yang berasal dari kamus, 
ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode 
pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah 
pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada 
tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan untuk 
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mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini 
dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman 
wawancara (guidance) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat 
terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya 
informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian 
ini, wawancara dilakukan di gedung DPRD Kota Pariaman, hal ini 
dikarenakan pertanggungjawaban kepala daerah terhadap APBD ini 
dilakukan di depan anggota DPRD.  
b. Studi Dokumen 
Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa 
pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain 
mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
5. Analisis data 
Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian 
secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.
11
 Data 
yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan 
maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis 
data kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa 
menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma 
yang berlaku. 
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